
3. Undang-Vndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NOIDor4355);

2. Undang-Un dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Nega.ra Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pernbentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnanahuruf
a, perlu rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Tata
Cara Penganggaran t Pelaksanaan Dan Penatausab aan ,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring
Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial;

a. babwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausabaan, pertanggungjawaban dan peJaporan
serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial
diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota;

Menirobang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASiN,

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

TEN'rANG

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 30 TAHUN 2018

WALIKOTA BANJARMASTN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



t

12. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tabun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4578);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Tndonesia Nomor 333]);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambaban
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20] 4 tentang Pernerintah Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tam baban Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor
5670); .

8. Undang-Undang Nornor 12 Ta,hun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
.Jarninan Sosial Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nornor 150 Tambahan Lembaran
.Negara Republik Indonesia Nomor 4456');



2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

1. Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kota 8anjarmasin.

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

.BAB 1
KETEN'TUAN U'MUM

Pasa} 1

PERATURAN WALTKOTA TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALOASI HfBAH DAN BANTUAN
SOSlAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

18.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nornor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerab Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun
2Q14tentang Pokok-Pokek Pengelolaan Keuangan
Daerah [Lernbaran Daerah Kota 8anjarmasin Tahun
2014 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedornan Pernberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersurnber Dan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota 8anjannasin Nomor 450) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah Dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dati Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjarnan Luar Negeri dan
Penerirnaan Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 23 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

13. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang
Standar Akuntansi Pernerirrtahan (Lernbaran Negara
Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA­
PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badanj'dinaa/biro
keuangan /bagian keuangan selaku 8endahara Umum Daerah.

14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA­
SKPD adalah 'dolcumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan anggaran SKPD.

15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKDyang selanjutnya disingkat DPA­
PPKD rnerupakan dokurnen pelaksanaan anggaran badanjdinasjbiro
keuangarr/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat DPA­
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja
setiap SKPDyang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh
sekretaris daerah yang mempunyai tugas rnenyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dan pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

'-

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelola.anAPBD.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SICPDadalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggararr/barang.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai

<:» tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka peoyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adaJah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pernerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peratu ran daerah

5. lnspektorat adaJah lnspektorat Kota Banjarmasin.

6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota
Banjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarrnasin.



Huang lingkup Peraturan Walikota in:i meliputi tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
morritoringdan evaluasi hibah dan ban tuan sosial

BAB II
RUANG LlNGKUP

Pasal2

23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antara ke1ompokatau antara kornunitas masyarakat dan.
teror.

22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan
dan tanah longsor.

21. Organisasi kemasyarakatan adalah organiaasi yang dibentuk oleh
anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam
pembangunan dalam rangka, mencapai tujuan nasional dalam wadah.
Negara Kesatuan Republik lndonesia yang berdasarkan Pancasi1a
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk
berdasarkan ketentuan perundang-undangan,

19.Resiko sosial adalah. kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh inclividu,
keluarga, kelornpok dan Zatau masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang
jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

20. Naskah Petjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah petjanjian hibah yang bersurnber dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pernerintah daerah dengan penerimEthibah.

-..._,.

18.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pernerintah daerah kepada individu, keluatga, kelompok dan/ atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindurigi dan kemungkinan terjadinya resiko sosial,

17.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dan pernerintah daerah
kepada pemerin tah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaba
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telab ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
clirnaksud padaayat (1) meliputi:
a. PemerintahPusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. Badan UsahaMilik Negaraatau Badan Usaha Milik Daerah; danZatau
d. Badan, Lernbaga, dan organisasi kernasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok beJanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Pasal6

(3) RKA-PPKDdan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicanturnkan dalam RI<A-SKPO.

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalarn RKA-PPKD.

Pasal 5

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaranhibah berupa uang, barang, dan Zataujasa.

(1) Rekornendasi kepala SKPO dan pertirnbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalarn rancangan KUA dan PPAS.

Pasal4

(3) TAPD mernberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemarnpuan
keuangan daerah.

(2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (J)
menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota
melalui TAPO.

(1) Walikota rnenunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
hibah yang dapat berasal dari Pemerintah pusat pernerintah daerah lain,
Badan Usaha Milik Negaraatau Badan UsahaMilik Daerah, badan dan
lernbaga,serta organisasi kernasyarakatan.

Pasal3

Bagian Kesatu
PenganggaranBantuan Hibah

BAB III
PENGANGGARAN



(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan
pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pernerintahan, pernbangu nan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(2) Pernberian h:ibah sebagaimana dimaksud pada ayat (,1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemen uhan belanja urusan wajib dan belanja
urusan pilihan.

(I) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan
keuangan daerah.

Pasa18

Paragraf 1
Pelaksanaan Hibah

Bagian Kesatu
Hibah

BAB TV
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

(5) Penganggaran bantu an sosial terus menerus tidak harus rneningkat
setiap tahun kecuali sasaran dan tujuan dapat dipenuhi sesuai
perjanjian sasaran kerja.

(4) Bantuan sosial berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) dianggarkan dalam kelornpok belanja langsung yang
diformu lasikan kedalam program. dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang atau jasa, objek belanja bantuan sosial' barang atau
jasa kepada pihak ketiga zmasyarakat pada SI<PD.

(3) Bantuan sosial berupa uang sebagairnana ayat (2) di anggarkan dalam
kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek
belanja sosial, daftar rincian objek belanja sosial pada Badan Keuangan
Daerah.

L

(2) Bantuan sosial berupa barang dicanturnkan dalam RKA-SKPD.

[I] Bantuan sosial berupa uang clicantumkan dalam RKA-PPKD.

Pasal 7

Bagian Kedua
Penganggaran Bantuan Sosial

(4) Penganggaran bantuan hi.bah secara terus menerus tidak harus
meningkat setiap tahun kecuali sasaran dan tujuall dapat dipenu hi
sesuai perjanjian sasaran kerja.

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.



(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan
kepada organisasi kernasyarakatan yang berbadan hukurn yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkurnpulan
yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kernenterian

(5) Hibah kepada badan dan Iernbaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) diberikan kepada Badan dan Lernbaga:
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat

Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau BupatijWalikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/kesatuan-l<esatuan masyarakat
hukum adat sepanjang rnasih hidup dan sesuai dengan
perkembangan rnasyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat darr/atau pemerintah daerah melaJui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau
kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

(4) Hibah 'kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 3 ayat (1) diberikan dalarn rangka untuk meneruskan
hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat aesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada Sadan Usaha Milik Negara sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan dalam rangka untuk meningkatkan
pelayanan kepada rnasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada daerah otonom baru hasil
pemekaran daerah seba.gaimana diamanatkan peraturan perundang­
undangan.

(1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (J) diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/Iembaga
pemerintah non kernenterian yang wilayah kerjanya berada dalarn
daerah yang bersangkutan.

Pasal9

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus rnenerus

setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

C. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pernbangunan
dan kemasyarakatan;

d. memenuhi persyaratan penerima hibah;
e. Kegiatan menunjang urusan Pemerintah Daerah baik urusan wajib
atau urusan pilihan.



c. Hibah kepada badan dan lembaga berupa kelompok rnasyarakat yang
berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf
c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
l. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarrnasin;
2. memil iki sekretariatj'kantor yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Lurah dan Camat setempat;

b. Hibah kepada badan dan lernbaga sebagairnana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
1. telah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga)

tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang­
undangan;

2. berkedudukan dalam wiLayah Kota;
3. memiliki sekretariat tetap;
4. tidak terjadi konflik internal;
5. merniliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan;
6. mernenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD

pemberi hibah.

a. Permohonan ditujukan kepada Kepada Walikota melalui SKPD terkait
dilengkapi dengan proposal dengan format sebagai berikut:
1. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum rnengenai

fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang
melatarbeJa.kangi diajukannya usulan bantuan hibah oleh calon
penerima bantuan hibah;

2. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
diajukannya permohonan bantuan hibah oleh cajon penerirna
bantuan hibah kepada Pemerintah Daerah;

3. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat / lernbaga non
pemerintahan), berisi uraian ten tang susunan pengurus dari
kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan yang
mengajukan usulan bantuan hibah;

4. domisili kelompok masyarakat/Iembaga non pemerintahan, beds]
uraian ten tang keberadaanj alamat dan kelompok
masyarakat/Iernbaga non pernerintahan yang mengajukan usulan
bantuan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu­
waktu apabila dibutuhkan;

5. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis
dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan
hibah kepada Pemerintah Daerah;

6. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosia1
(pimpinarr/Icetua] serta stempei /cap organisasi/Iembaga (bagi
kelompok masyarakat] atau tanda tangarr/cap jari bagi yang tidak
mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan
hibah (bagi anggota masyarakat);

7. menandatangani perjanjian kerja sasaran organisasi.

Syarat wajib pengajuan hibah meliputi :

Pasal ]0

Paragraf2
Persyaratan Pengajuan Hibah

yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai
peraturan perundang-undangan.



(1) Proses Pencairan dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Proposal asli beserta kelengkapan pendukung;
b.Nota Perjanjian HibahDaerah bermaterai;
c. Surat Pernyataan Tidak Tejadi Konflik internal bermaterai;

Pasal 13

(3) Walikota dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani NPHD.

a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran Zrincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cam penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

Pasal 12

Paragraf 3
Penatausahaan Hibah

Hibah yang diberikan terus menerus sesuai perundang-undangan kajian
tujuan dan sasaran dievaluasi oleh Tim Evaluasi lintas SKPD terkait sebagai
bahan pertimbangan dan perbaikan sasaran yang 'ingin dicapai.

Pasalll

d. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dirnaksud
daJam PasaJ 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
1. telah terdaftar pada Kernenterian yang mernbidangi urusan hukum

dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun kecuali ditentukan
lain oleh Perundang-Undangan;

2. berkedudukan dalam wilayah Kota Banjarmasin;
3. merniliki sekretariat tetap;
4. tidak terjadi konflik internal;
5. jika organisasi kemasyarakatan mempurryai anak cabang hanya 1

[satu] anak cabang yang dapat diberikan bantuan hibah;
6. memiliki rekening bank atas nama organisasi kernasyarakatan;
7. Memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh SKPD

pemberi hibah.

3. tidak terjadi konflik internal;
4. pengesahan dari instansi vertikal atau skpd yang terkait (khusus

rumah ibadah dan lembaga adat);
5. memilild sertifikaty surat keterangan keadaan tanah atas nama

organisasi/Instansi [hibah untuk renovasi fisik);
6. rnerniliki rekening bank atas nama lernbaga/ organisasi/Inetansi,
7. memenuhi persyaratan lain .yang telah ditetapkan oleh OPO'

pemberi hibah.



(1) Bantuan sosial bertujuan untuk mencegah terjadinya risiko sosial.

Pasal 16

Paragraf 2
Tujuan dan Sasaran Bantuan Sosial

(4) Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan,
keagamaan dan bidang Jain sebagaimana pasal 2 huruf b proposal harus
memuat sasaran dan tujuan yang terarah selaras dengan tujuan SKPD
terkait pemberi bantuan sosial.

(3) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada lembaga non pemerintah bidang
pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu,kelompok dan /atau masyarakat dan kemungkinan
terjadinya risiko sosial.

(2) Bantuan sosial dapat diberikan kepada lndividu, keluarga dan/ atau
masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari
krisis sosial, e.konomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat
mernenuhi kebutuhan minimun.

a. Pemberian Bantuan sosiaJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 14
memenuhi kriteria paling sedikit :
a. selektif;
b. bersifat sementara tidak terus menerus kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan;
c. .sesuai tujuan Penggunaan.

Pasal 15

(2) Pemberian ban tuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (] )
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatu tan ,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Paragraf 1
PelaksanaanBantuan Sosia.l

Bagian Kedua
Bantuan Sosial

(2) Proses pecairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
SKPDpemberi bantuan setelah mendapat persetujuan penjabat, sesuai
Pendelegasian kewenangan penandan tangan NPHD.

d. Fakta Integritas Penerima hibah bermaterai;
e. Surat Pernyataan Tanggung jawab Penerima hibah berrnaterai; dan
f. Surat Pemyataan Pengernbalian Dana Hibah bermaterai.



(1) Pencairan permohonan bagi lembaga non pernerintah dapat dilakukan
dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. proposal asli beserta kelengkapan pendukung;
b. fakta integritas penerima bantuan sosial bermaterai;
c. surat pernyataan tanggung jawab Penerima bantuan sosial

bermaterai;
d. surat pemyataan pengembalian dana bantuan sosial bermaterai.

Pasal 19

Paragraf 4
Penatausahaan Bantuan sosial

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak marnpu, bantuan perahu untuk nelayan miskin ,
bantuan makanarr/pakaian kepada yatim piatu Ztuna sosial, temak bagi
kelompok masyarakat kurang rnampu.

(2) Bantuan 5051a1 berupa uang sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti
beasiswa bagi anak rniskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
rniskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(1) Bantuan sosiaJ dapat berupa uang atau barang yang diterirna langsung
oleh penerima bantuan sosiaJ.

Pasal18

b. Bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan ,
keagamaan dan bidang lain:
l . lembaga berbadan hukum mendapatkan pengesahan Kementerian

Hukum dan Ham;
2. mengajukan permohonan kepada Walikota beserta proposal;
3. foto copy rekening atas nama Jembaga;
4. foto copy KTP pemohon yang masih berlaku; dan
5. lembaga berdomisili di kota Banjarrnasin.

a. Bantuan Sosial perorangan rneliputi :
1. surat keterangan miskin dari kelurahan diketahui Carnat yang teJah

diverifikasi SKPD teknis;
2. foto copy KTPdan Foto copy Kartu Keluarga; dan
3. berdomisili diKota Banjarmasin.

Persyaratan Bantuan Sosial meliputi :

PasaJ 17

Paragraf3
Persyaratan Bantuan Sosial

(2) Bantuan sosial tidak terus menerus, tidak wajib dan tidak harus
diberikan kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial .



(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada WaJikota paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang rnenyatakan bahwa hibah

yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan

perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan
bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa
barangj jasa.

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 23

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Walikota;
b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang rnenyatakan bahwa hibah

yang diterirna akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah

terima barangjjasa atas pemberian hibah berupa barangjjasa.

Pasal 22

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja
hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalarn program dan kegiatan
pada SKPDterkait.

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKDdalam tahun anggaran berkeriaan.

(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada Walikota melalui kepala SKPDterkait.

Pasal 21

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Walikota rnelalui PPKD dengan tembusan SKPDterkait.

Pasal20

Bagian Kesatu
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

BABV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

(3) Proses pencairan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemberi
bantuan sosial setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.



(1) Pertanggungjawaban penerima bantuan hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah

yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah
yang telah diajukan kepada Pemerintab Daerah dan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeIuaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bag] penerima hibah berupa uang tennasuk
kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima
barang (Serita Acara Serah Terima barang) bagi penerima hibah
berupa barang.
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(3) Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah
berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pernerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh
penerima hibab.

--
(2) Penerima hibah berupa barang menyampaikan laporan penggunaan

hibah kepada Walikota melaJui kepala SKPD terkait.

(l) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat :
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran urnum mengenai

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang rnaksud dan tujuan

disusunnya Iaporan penggunaan hibah;
c. hasi1 kegiatan, berisi uraian tentang basil kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian ten tang anggaran yang
telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintab Daerah dan
NPHD;

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk
disampaikan oleh penerirna hibah terkait dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan.

f. tanda tangan dan nama Jengkap penerima hibah (pimpinan/ketua)
serta stempel/cap organisasi / lembaga;

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal25

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai
persediaan dalam neraca.

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal24

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleb penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan .



(5) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) palirig sedikit memuat penjelasan mengenai

(4) Penerima bantuan sosial berupa barang rnenyampaikan laporan
penggunaan bantuan kepada Walikota mela1uikepala SKPDterkait.

.(3) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKDdalam tahun anggaran berkenaan.

(2) laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagairnana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai

pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantu an
sosial;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disu.sunnya laporan penggunaan bantuan sosial;

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada
Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang
telah dibelanjakan tennasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk mernbiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan
NPHD;

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk
disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan;

f. tanda tangan dan n.ama lengkap penerima hibah (pimpinanjketua)
serta stempelj cap organisasi jlem baga; dan

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan .

--

(1) Bantuan sosial berupa uang yang diterima oleh lembaga wajib
menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota
melalui PPKDdengan tembusan SKPDterkait.
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Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

(5) Terhadap peoggunaan hibah berupa uang akan dilakukan pemeriksaan
oleh.Internal audit yang berwenang berdasarkan peraturan perundang­
undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selak:u obyek
pemeriksaan.

(2) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pacta ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKDjSKPD terkait 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling larnbat
tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mengetahui apakah bantuan yang diberikan dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang dicapai oleh pemohon bantu an.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) bertujuan untuk
mengetahui bahwa bantuan benar-benar dipergunakan sesuai dengan
permohonan.

(1) Monitoring dan evaluasi hibah dilakukan oleh SKPD terkait pemberi
Hibah.
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Bagian Kesatu
Monitoring dan Eva]uasi hibah

BAB VI
MONITORINGDAN EVALUASI HIBAH

(5) Terbadap penggunaan bantuan so sial berupa uang akan dilakukan
pemeriksaan oleh Internal audit yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
perneriksaan .

(3) Pertanggungjawaban sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai
peraturan perundang-undangan.

c. bukti-bukti pengeJuaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang-undangan bagi penerirna bantuan sosial berupa uang
atau salinan bukti serah terima barang bagi penerirna bantuan sosial
beru pa barang.

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterirna teJah digunakan sesuai dengan usulan; dan

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

(2) Pertanggungjawaban penerima ban tu an sosial meliputi:

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material
atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 28

(6) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis beJanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait

penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan
NPHD serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.



(5) Hasil Monitoring dan evaluasi SKPD disarnpaikan kepada Walikota
Banjarmasin rnelalui lnspektorat Kota Banjarrnasin.

(4) Monitoring dan evaluasi dianggarkan oleh SKPD dalam bentuk Kegiatan
SKPDterkait pemberi bantu an.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mengetahui apakah bantuan yang diberikan dapat mencapai tujuan dan
sasaran yang clicapai oleh pemohon ban tuan.

(2) Monitoring sebagaimana .diruaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mengetabui bahwa bantu an benar-benar dipergunakan sesuai dengan
permohonan.

(1) Monitoring dan evaluasi Bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait
pemberi bantuan sosial.

Pasal 31

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial

(4) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) huruf c
dan d untuk organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

(3) Evaluasi sebagaimana ayat (1) peruntukan bantuan tidak clibenarkan
digunakan untuk:
a. Seremonial/HUT dan kegiatan sejenis yang tidak rnendukung urusan

pemerintah;
b. Upah tukang (bagi yang memohon renovasi bangunan);
c. Listrik, TeJpon, Internet, Air, sewa gedung/rumah Ztempat sekretariat;
d. Biaya petugas keamanan Zsatpam;
e. Segala biaya kegiatan berpedoman pada Pedoman Urnum Pernerintah
Kota Banjarmasin.

(2) Evaluasi sebagaimana ayat (J) meliputi:
a. Persyaratan dan dokomen kelengkapan proposal;
b. Menentukan kesesuaian tujuan penggunaan sebagairnana pada pasal

29 ayat (3);
c. Menentukan kelayakan dan rasionalitas perinintaan peruntukan
bantuan;

d. Arab dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemohon;
e. Keberadaan pernohon;
f. Mengusulkan besaran bantu an kepada TAPD.

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di evaluasi oleh SKPD
terkait pemberi Hibah.

Pasal 30

(5) Hasil Monitoring dan evaluasi SKPD disarnpaikan kepada Walikota
Banjarmasin rnelalui Inspektorat Kota Banjarmasin.

(~.) Monitoring dan evaluasi dianggarkan oleh SKPD dalam bentuk Kegiatan
SKPDterkait pemberi bantuan,



(3) Hasil evaluasi akan menentukan kenaikan dan penurunan dana
bantuan sosial.

(2) Evaluasi dilaksanakan bagi organisasi yang mendapat bantu an sosial.

(1) Setiap permohonan bantuan sosial yang telah melaksanakan kegiatan
setiap tahun dengan rnenggunakan dana pemerintah wajib dilaksanakan
evaluasi hasil perjanjian kinerja,

Pasal 33

(5) Tim sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) bertugas :
a. mengkoordinasikan SI(PD terkait dalarn melakukan evaluasi usulan

proposal yang diajukan oleh calon penerirna hibah;
b. menerima hasil evaluasi usulan proposal yang akan diajukan oleh

SKPD terkait kepada Walikota rnelalui TAPD;
c. melakukan verifikasi dan mengusulkan besaran bantu an hibah dan

bantuan sosial sebagai bahan pertimbangan TAPD kepada Walikota.

(4) Anggota tidak tetap dari tim sebagairnana dimaksud pada ayat (2) yaitu
SKPD terkait yang melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan
oleh calon penerima hibah;

-....__.; (3) Anggota tetap sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) terdiri dan:
a. Sekretaris Daerah Kota Banjarrnasin i
b. Asisten Ekonorni dan Pembangu nan;
c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota

Banjarmasin ;
d. Inspektorat Kota Banjarmasin;
e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin;
f. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
g. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;
h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota
tetap dan anggota tidak tetap;

(1) Tim Verifikasi terdiri dari SKPD yang menganggarkan hibab dan
bantuan sosial yang ditunjuk oleh Walikota;
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BAB VTI
TIM VERIFIKASI

(7) Evaluasi Bantuan sosial melipuLi:
a. Persyaratandan dokomen kelengkapan pemohon;
b. kelayakan dan rasionalitas permintaan peruntukan;
c. Keberadaan pemohon; dan
d. Verifikasi peruntukan bantuan sosial;

(6) Bagi bantuan sosial yang diberikan terus menerus sesuai perundang­
undangan dan tidak dilakukan verifikasi kajian tujuan dan sasaran
dievaluasi oleh Tim Evaluasi lintas SKPD terkait sebagai bahan
pertirnbangan dan perbaikan sasaran yang ingin dicapai.



BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 38

'f-l. HAMDf

Diundangkan di 8anjarmasin
pada tanggaJ 1L J 1..._1 ,018
Plh.SE S OAERAH KOTABANJARMASIN,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 Juli :::Ch
WALlKOTABANJARMASIN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini, rnaka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Bencana Alam, Bencana SosiaJ dan Kebakaran yang Bersurnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjannasin ( Berita
Oaerah Kota Banjarrnasin Tahun 2015 Nomor 49 ) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 34

BAB VIIJ
KETENTUAN PENUTUP



~
H. IBNU SlNA

WALIKOTA BANJARMASIN

(Namalengkap)

Meterai Rp.6000/ttd

Penerimahibah

Banjarmasin .

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa
adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian han
terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka
pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Oaerah, dengan ini
saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak
terjadi konflik internal.

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.Identitas KTP

Sayayang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONPLIK INTERNAL

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR )8 T.tlliUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITOR1NG DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL



(Nama lengkap)

Meterai Rp.6000/ttd

Penerima hibah

B · .anJarmasm, -

Bertindak untuk
dan atas nama
Dalarn rangka pelaksanaan kegiatan yang diblayai dari dana hibah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (KKN)i
2. akan rnelaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila

rnengetahui ada indikasi Korupsi, Kolu si, dan Nepotisme (KKN) dalarn
proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dar! dana hibah ini;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan
mematuhi Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor Tahun 2018
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan 8elanja Daerah T<ota Banjarmasin dan Peraturan perundang­
undangan yang berlaku;

4. apabila saya rnelanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Jabatan

Alarnat

No.tdentitas KTP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

PAKTA INTEGRITAS

A. HIBAH BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

LAMPIRAN n
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HJBAH DAN
BANTUAN SOSJAL



~
H. lBNU SlNA

WALlKOTA BANJARMASIN

(Nama lengkap)

Meterai Rp.6000/ttd

Penerima hibah

Banjarmasin, .

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan
mematuhi Peraturan Walikota Banjarmasin Nornor Tahun 2018
ten tang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang­
undangan yang berlaku;

2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
lntegritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pernberian hibah berupa barang dari Pemerintah Daerah,
dengan ini menyatakan bahwa saya :

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.Identitas KTF>

Saya yang bertanda tangan di bawab ini :
Na:ma

PAKTA INTEGRITAS

B. HIBAH BERUPA BARANG



(Nama lengkap)

Penerima hibah
Meterai Rp.6000/ttd

B · .anJazmas111, .

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagairnanamestinya.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalarn
penggunaannya sehingga kernudian menimbulkan kerugian daerah, maka
saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah
serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah
telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah
mernatuhi Peraturan WaJikota Banjarmasin Nomor Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Barituan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah
dimaksud dan saya akan menyerahkan bukti-bukti dukung sebagaimana
peruntukannya.

Bertindak un tu k
dan alas nama

Jabatan

Alamat

No.ldentitas KTP

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAANTANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

A. HIBAH BERUPA UANG

LAMPI RAN 11l
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR)8 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNOJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL



~
H. [BNU SINA

WALlKOTA BANJARMASIN

(Nama lengkap)

Meterai Rp.6000 IUd

Penerima hibah

B · .anJarmaslll, .

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian han diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah
berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan
proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta
pelaksanaannya telah rnernatuhi Peraturan Walikota Banjarmasin Nornor

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, PeJaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan: Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab
mutlak terhadap penggunaan barang dimaksud.

Bertindak untuk
dan atas nama

.Jabatan

Alamat

No.Iderrtitas KTP

Nama

B. HIBAH BERUPA BARANG

SVRAT PERNYATAANTANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :



WALIKOTA BANJARMASlN

(Namalengkap)

Meterai Rp.6000/ttd

Penerirna bantuan sosial

B · .anJarmasm, ..

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa
adanya tekanan dan. pihak rnanapun, serta apabila dikemudian han.
terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka
pengadilan dCUJdikenakan san ksi sesuai dengan Peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Dalam rangka pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Daerah,
dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi
kami tidak terjadi konflik internal.

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.Identitas KTP

Saya yang bertanda tangan di bawah in i :
Nama

SURAT PERNYATAANTIDAl< TERJADJ KONFLII{ INTERNAL

LAMPlRAN IV
PERATURANWALfl(OTA BANJARMASlN
NOMOR 38 TAI--IUN2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITOR[NG DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL



(Nama lengkap]

Meterai Rp.6000/ttd

Penerima bantu an sosial

Banjarrnasin, .

Dalam. rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan
sosial, dengan inimenyatakan bahwa saya :
1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (KKN);
2. akan rnelaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabiJa

mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisrne (KKN)dalam
proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dad dana bantuan sosia1
ini;

3. akan menggu nakan dana bantuan sosial sesuai dengan usu Ian
proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi
Peraturan Walikota Banjarmasin Nornor Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. apabila saya melanggar hal-hal Yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.ldentitas KiP

Nama

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

PAKTA INTEGRITAS

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERTMA BANTUAN SOSIAL

LAMPlRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANMN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL



'-- ~ ,
H.IBNU STNA

WALIKOTA BANJARMASIN

(Nama lengkap]

Meterai Rp.6000jttd

Penerima bantuan sosial

Banjarmasin, .

2. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
lntegritas Ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

1. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal
bantu an sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor Tah un 2018 ten tang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksariaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalam rangka pernberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah
Daerah, c1enganini menyatakan bahwa saya :

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.Identitas KTP

Nama

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

PAKTA LNTEGRITAS

B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG



Perierima bantuan sasial
Meterai Rp.6000/ttd

(Nama lengkap)

Banjarmasin , .

Dernikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila eli kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka
saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah
serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan peru ndang­
undangan yang berlaku.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana
bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai
dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya telah
rnernatuhi Peraturan Walikota Banjarmasin Norncr Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan
sosial dimaksud dan saya akan rnenyerahkan bukti-bukti dukung
sebagaimana peruntukannya.

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alarnat

No.Identitas KTP

Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAMPIRAN Vl
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR Jt3 TABUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN , PELAPORAN DAN
PIDRTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASJ HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGdUNG JAWAB PENERlMA BANTUAN SOSIAL

A. BANTUAN SOSJAL BERUPA UANG



~
H. IBNU SlNA

WALIKOTA BANJARMASIN

Meterai Rp.6000/ttd

(Nama lengkap)

8anjarmasin, .

Penerima bantuan 50s1a1

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian had diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, rnaka
saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku.

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penetima bantuan
sosial berupa barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan
usulan proposal bantuan sosial serta pe1aksanaannya telah mematuhi
Peraturan WaJikota Banjarmasin Nomor Tahun 2018 len tang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan barang
dirnaksud.

Bertindak untuk
dan atas nama

Jabatan

Alamat

No.Identitas KTP

Nama

Yang bertanda tangan eli bawah ini :

SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

8. 8ANTUAN SOSIAL 8ERUPA 8ARANO


